LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT '

Nonor : TAHUN SERI : No :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR ¢+ 5 TAHUN 1995
TENTANG 2
IZIN BONGKAR MUAT BARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAYI KRPALA DAERAM TINGXAT II LANGKAT
Menimtang 1 2+ bGahwa dengan meningkainya jumlsh cenderaan angkutan baraang yapg
malacukan bongkar buat barang dijalan, maka untuk menjamin ter-
peliharanya keselamatan, xelancaran dan ketertiban lalu lintas-
serta peningkatan pendapatan Asli Daerah dirasa perlu menga tur-
tata cara pelaksanaan bongkar muat barang dengan mengeluarkan -
izin dan dikenakan Fdatribusi..
b, bahwa uotuk maksud tersebut diatas perlu diterbitkaan suatu Per-
aturan Daerah.
Mengingat 1 1, Updang=undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah

3.

4.
5e
64

an di Daerah.

Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera =
Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tashun 1982 tentang Perpin
Gahan Ibukota habupaton Daerah Tingkat II Langkat dari Binjal =
ve Stabat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Ka=
bupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kobupaten Daerah Tingkat-
II Deli Serdang.

Undang-undsng Nomor 12 Drt Tahun 1957 teatang Persturan Umum =
Ratribusi Daersh.

Undang-undang Nomcr 13 Tahua 1580 tentang Jalan.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 teatang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Liatas dan Apg -

kutan Jalan.

Te Peraturan eecsessese
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T+ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertang
gung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalhn,

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenang Penyidik
terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

10, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1390 tentang Penyeratan seba -
Bian urusan Pemerint;han dalam bldang Lalu Lintas dan Angrutaa Ja-
lan Raya kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II,

11. Poraturan Menteri Kehakiman Nomor H-18.,2W.07.,03 Tahun 1993 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengsogkatan, Mutasi dan Penber -
hentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

12, Keputusan Bersam Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No=-
mor KM,200/H/004/Phb/85 Tahun 1985 teatang Peraturan Psla¥sanzan -
Pewerintah Nomor 38 Tshun 1985 dan penataan kembali fungsi termi -
nal.

Keputusan Menteri Perhubuagan Nomor 17 Tahun 1971 tentang 2amba La
lu Lintas di Jalan.

13

14, Ksputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04,PW.07.03 Tahun 1984 tentang .
Wewanang Penyidik Pegawal Negeri Sipil.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Xetentu
an Umum mengenal Penyidik Pegawal Negeri Sipil dilingkungasn Pene =
riatah Daerah.

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentangz Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubshan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Haiyat Dacrah Kabupatea Daerah Tiagkat II =
Laagkat.

MEMNUTUS KAN«

Mene tapkan 1 FERATURAN DAFPAH KAPUPATEN DAERAK TINGKAT IX LANGKAT TENTANG IZIN -9
BONGAAR MUAT BARARG.

“ EAB I
KETENTUAN UXUM 2
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iai yang dimaksud dengan !
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tipgkmt II -

Langkat.
¢+ Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Laogkat.

d. DPRD sucuensssesss



d.>DPRD adalah Dewan Perwaiilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Langkat.

. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat.

f. Izin adalah Izin Bongkar Muat Barang di Jalan dengan menggunakan =
kenderasan bermotor umum barsng dan tidak umum baik menuruskan man =

pun menaikkan barang.

g. Pemohon Izin adalah Orang atau Badan Hukum yeng mengajukan permohogn
an izin.

h. Jalan adalsh Suatu prasaranas perhubungan darat.dalam bentuk apapun-
meliputi segala haegisn jalan iermepuk pelengkap dan perlengkapan =
yang diperuntukkan besgi lalu lintas,

D AB II
I'Z T N
Pasal 2

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan bongkar muat ba =
rang di jalan diwajibkan memiliki Surat Izip.

(2) Izin sebagaimsna dimaxsud ayat (1) pasal ini dhpat diberian sela-
ma 6(enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan cara mengajuzan per
[Ononan.

Pesal 3

Eentuk Surat Izin ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAD III
TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IZIN
Pasal 4

(1) Permohionan izin ditujuxan kepsda Kepala Daerah atau Pejabat yang -

dihunjuk dengan cara tertulis dilatas kertias bermaterai.
(2) Tsta cara memperoleh izin dilengkapl syarai-sysrat yang harus di =
peauki pemohon berdasarkan Peraturan Daerah iani dan diatur lebih -

lanjut deagan Surat Keputusan Kapala Daerah.

(3) Permohonan perpanjangan izin harus sudah diajukan selambab-lambat-

nya 7 (tujuh) hari sctelum berazhir masa berlakunyas

{4) Jalan-jalan yaug dibenarkam untuk kegiatan bongkar muat barang di

tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daersh.
Pasal 5

Surat Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

BAB IV ,usentsnnvansses



(1)

4.

BAB v
RETRIBUSTI
Pasal 6 ,

Kepada setiap pemegang izin dikenakan retribusi,

(2)uBesarnya retribusi peruait setiap bulan ditetapkan sebagai berikut

a, Joenis Pick UD sesssccsnsscncscnsnsscseese He 19.000,=
b. Jenis Truk ukuran 8edAng ssesssscsssesses e 30,000,=
c. Jenis Truk ukuran beSAT sssescesssesssses o 45,000,=

Pagal 7
Penerimasan retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pads pssal 6 -
Peraturan Daerzh ini disetor ke Kas Daersh. 33
Pasal 8

Kepada Petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar 5% (liza persera =
tuc) dari jumlah penperimaan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB V

PEMBINAAN
Pasal 9

Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha-

angkutan barang atas penertiban izin.

Kepala Dinas berkewajiban memberikan laporan, saraa daa pendapat =~
atas pelaksanaan tugss kepada Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUARN PIDAWA
Pasal 10

Pelanggarang terhadap Peraturan Userah ini dapat diaacam dengan pi =
dana kurungan gelama-lamanya 6(enam) bulan atau denfa setesar-besar—
nya 9.50.000,- (lima puluh tibu rupiah).

Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB VII -
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 11

Pengawasan atas kepatuhan pada ketentuan Peraturan Daerah iai dity -
gaskan kepada Xepala Daerah atau Potugas yang dihunjuk.

Selain Pejabat Penyldik Umum bertugas meayidik tipdak pidana, penyi=
dikan atas tindsk pidana sebagaimana dimaksud dalam Peratcran Daersh
ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawail Negeri Sipil diling -
kungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannys ditetapkan sesuai de =
ngan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam socessscssse



(3

(4)

(1)

(2)

Dslam melaksanskan tugas Penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawal Fegeri
Sipil berwenang

a. Menerima laporan atau pengaduan daril seseorang tentang adanya tin
dak pidana.
b, Melakukan tindakan pertama pada ssat itu ditempat kejadian dan me

lakukan pemeriksaan.

¢. Menyuruh berhentil seorsng tersangka dan memeriksa tanda pengenal-

diri tersangka.

d, Melgkukan penyitaan benda atau sura t.

e. Mengambil sidik jari dan memotiret seseorang.

£, Memanggil orang uatuk didengsr dsan diperikss sebagal tersangka =
atau saksi,

g. lMendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan-
pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terse -

but bukan merupakan tindak pidana dan selanjutaya melalui Penyi
dik memberitahukan hal torsebut kepada Penuntut Umum tersangka =
atau keluarganya,

i, Mengadakan tindasan laln meourut hukum yang dapat dipertanoggung -

jawabkan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acsra setiap tindakan

tentaog @

a, pemeriksaan tersangka.
b, pemasukan rumah.
c. peanyitaan benda.
d. pomariksaan au}at.
e, pemeriksaan saksi.
f., pemeriksaasn ditempat kejadian,
dan mengirimkannya kepada Penyldik Polisi Negara Rapublik Indone=
sia.
BAB VIII
KETEN1UAN PERALIHAN
Pasal 12

Feraturan Daerah ini disebut Peraturan Dserah tentang Izin Bongkap -
Muat Bamang.

Demgan berlaknsya Peraturan Daerah ini segala ketentuan terdahulu -
yang mengatar hal yang sams dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Hal sevvanscnssasansss
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(3) Hal=hsl yang belum diatur dalam Poratursn Daerah ini akan diatur -
dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah,

(4) Per aturan Daersh ini mulai berlaku sejak tanggal dinndaangian,

Agar supuya cetiap orsng mengotahuinys, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannyas dalam Lemtaran Caerah,

Ditetapkpn di ¢+ S t a b a t,
Pads Tsnggal & 30 Agustus 13995.

DESAN PERWAKILAN RAAYAT UALRAH DUPALI KEFAIA DAERAH TINGRAT II
KABUPATEN DALKkANM 1K,II LANGKAT LANGEKAT
KETUA, A
d.t.0 d.to
H, M, HARDI YAHYA, Drs. H,ZULKIFLI HAHAEAZ,

Disyshkan oleh Gubernur EZih Tingkat
I Suratera Utara deagan EKsputesan

Womor + 188.342-64/19%6. .
Taagzal : 12 April 1996.
Diundangkan dalam Lembaraa Dzerah =
Kabupa ten Dasrah Tingkat II Langice$
Nomor 1 2,
Taoggal : 12 April 1996.
Seri t C
SEKRETARIS [(AH / DAERAE
g
AR
Dre. H, #CHYAR.
PEMDINA,
NIP.010042917.



